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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur
pelaporan spt masa pajak penghasilan pasal 21 di PT. XYZ dan kendala yang dihadapi
oleh PT. XYZ pada saat pelaporan di DJP. Data yang digunakan pada penulisan tugas
akhir ini yaitu data sekunder berupa data perhitungan gaji yang telah dilaksanakan oleh
PT. XYZ tahun 2024. Dari data yang telah terkumpul memberikan gambaran tentang
bagaimana penerapan kewajiban perpajakan pada PT. XYZ. Hasil dari penulisan tugas

akhir ini menunjukan bahwa PT. XYZ sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku.

Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Prosedur Pelaporan SPT Masa



ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the procedure for reporting income
tax returns for the article 21 period at PT. XYZ and the obstacles faced by PT. XYZ at
the time of reporting at the DGT. The data used in writing this final project is secondary
data in the form of salary calculation data that has been carried out by PT. XYZ in
2024. From the data that has been collected, it provides an overview of how the
implementation of tax obligations in PT. XYZ. The results of writing this final project

show that PT. XYZ is in accordance with the applicable tax provisions.

Keywords: Income Tax Article 21, Periodic Tax Return Reporting Procedure
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 7 Tahun 2021).
Jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya, pihak pemungut
dan sifatnya. Berikut akan diuraikan terkait masing-masing klasifikasi jenis
pajak.

Berdasarkan golongan pajak dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu pajak
langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang harus
ditanggung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak
dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti pajak penghasilan (PPh).
Sebaliknya, pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dibebankan
kepada pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan
terutangnya pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

(Mardiasmo, 2019).

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu
pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut
oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPN, PPh dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang
dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Contohnya yaitu
pajak rekreasi, pajak hotel, pajak burung walet dan lain-lain (Mardiasmo, 2019).

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak
subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang
pengenaanya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek
pajaknya terlebih dahulu. Contoh pajak subjektif yaitu PPh. Pajak objektif
adalah jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan objek yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak atau dengan kata lain tidak
memperhatikan subjeknya. Contoh dari pajak objektif yaitu PPN
(Mardiasmo, 2019).



Terdapat tiga system pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia,
pertama Official Assesment System yaitu dalam sistem pemungutan ini fiskus
atau aparat perpajakan berhak menentukan utang pajak Wajib Pajak orang
pribadi atau badan dengan menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal ini
membuat Wajib Pajak berperan secara pasif. Pelaksanaan kewajiban perpajakan
sangat tergantung pada aparat perpajakan, sehingga menimbulkan
kecenderungan Wajib Pajak kurang bertanggung jawab untuk menanggung
beban negara yang ada. Selain itu keterbatasan aparat perpajakan tidak
sebanding dengan jumlah Wajib Pajak dan jenis pajak yang berlaku, sehingga
membuat proses terlalu lama (Mardiasmo, 2019).

Yang kedua Semi Self Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak
yang memiliki wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang yaitu Wajib
Pajak dan fiskus. Sistem pemungutan ini dilakukan dengan perkiraan Wajib
Pajak mengenai besarnya pajak yang harus dibayar akhir tahun sedangkan fiskus
pada akhir tahun menetapkan utang pajak sesungguhnya. Di Indonesia sistem ini
diterapkan dengan withholding system (Mardiasmo, 2019).

Yang ketiga Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak
yang memiliki wewenang menentukan besarnya pajak adalah pihak ketiga. Pada
masa tersebut angsuran pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak dan pihak ketiga,
sedangkan besar pajak yang sesungguhnya akan ditetapkan oleh fiskus pada
akhir tahun. Pajak Penghasilan yang termasuk dalam sistem pemungutan ini
adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 15, dan
PPh Pasal 4 Ayat 2 (Mardiasmo, 2019).

Mengingat bahwa penerimaan pajak mempunyai peranan yang cukup
besar terhadap perekonomian, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi roda pemerintahan (Sihaloho, 2020). Pajak
merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pendapatan ini
digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah yang
mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan infastruktur dan
layanan sosial. Salah satu sumber penghasilan negara yang diperoleh dari pajak
yaitu Pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang
dikenakan berdasarkan pendapatan yang diterima dengan menggunakan system

pemungutan withholding system (Prabandaru, 2019).



Pemerintah secara resmi telah merilis peraturan terbaru PPh 21 dan/atau
PPh 26 terbaru sebagai petunjuk pemotongan pajak penghasilan tersebut.
Pedoman ini tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan
turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.
PMK tersebut menggantikan PMK Nomor 252 Tahun 2008. Peraturan terbaru
ini berisi tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Peraturan terbaru ini akan berlaku bagi 3 tipe pegawai, yakni pegawai tetap,
pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai.

Pertama mengenai PPh Pasal 21 Pegawai Tetap, Pada Pasal 15 ayat (1) dan
(2) PMK 168/2023 mengatakan tarif efektif bulanan diterapkan untuk
penghitungan PPh Pasal 21 per masa, sedangkan tarif Pasal 17 PPh digunakan
untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir. Ketentuan tersebut
pun berlaku bagi pensiunan dan pegawai yang berhenti di pertengahan tahun.
Kewajiban pajak subjektif untuk pegawai tetap baru akan dimulai pada bulan
Januari atau sebelum berakhir bulan Desember yang mana penghitungan PPh 21
yang terutang dilakukan berdasar pada penghasilan neto yang disetahunkan.
Pajak dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan di dalam bagian tahun
pajak yang bersangkutan. Tarif efektif bulanan digunakan untuk setiap masa
pajak dan penghitungan ulang menggunakan tarif progresif untuk masa pajak
terakhir, yakni masa saat karyawan berhenti bekerja dalam hal ini mengundurkan
diri atau resign (PP 58/2023 & PMK 168/2023).

Kedua mengenai PPh 21 untuk Pegawai Tidak Tetap, PPh 21 bagi pegawai
tidak tetap dengan penghasilan rata-rata harian sampai dengan Rp2.500.000
akan dihitung menggunakan tarif efektif harian. Apabila penghasilan lebih dari
Rp2.500.000, PPh 21 terutangnya dihitung dengan tarif Pasal 17 UU PPh
dikalikan 50% dari jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah
penghasilan bruto sehari. Karyawan tidak tetap yang menerima penghasilan
bulanan, PPh 21 mereka dihitung menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan
dengan penghasilan bruto dalam masa pajak yang bersangkutan (PP 58/2023 &
PMK 168/2023).

Ketiga mengenai PPh 21 untuk Bukan Karyawan, Pada PMK terbaru saat
imi  (PMK  168/2023) tidak lagi membedakan antara  bukan

Karyawan/Pegawai/Tenaga Kerja/Tenaga ahli yang menerima penghasilan

3



berkesinambungan dengan tidak berkesinambungan. Untuk kategori bukan
karyawan sebagai tenaga ahli dan orang pribadi yang memberikan jasa ada
penegasan PPh 21 yang hanya dikenakan atas jasa. Selain jasa catering,
penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan di
luar pembelian material yaitu pembayaran upah kepada pihak lain yang
dikerjakan, atau pembayaran kepada pihak ketiga. PPh 21 dihitung
menggunakan tarif progresif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Dasar
pengenaan pajak yang digunakan adalah 50% dari penghasilan bruto. Tarif
pemotongan untuk setiap masa didasarkan pada jumlah penghasilan bruto yang
diterima di masa tersebut, tidak lagi ditentukan berdasarkan penghasilan
kumulatif dengan masa sebelumnya (PP 58/2023 & PMK 168/2023).

Dalam peraturan terbaru, perusahaan dapat memberikan kompensasi
apabila terjadi kelebihan pemotongan. Pengembalian pembayaran ini dilakukan
bersamaan dengan pemberian bukti potong PPh 21 paling lambat akhir bulan
berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan dari sisi pemberi
kerja/pemotong, apabila terdapat kelebihan penyetoran, pemberi kerja dapat
melakukan kompensasi kelebihan pembayaran tersebut dengan PPh 21/26 yang
terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa. Oleh karena itu, butuh kehati-
hatian dalam melakukan perhitungan upah dan pajak karyawan agar terhindar
dari kendala tersebut.

Adanya beberapa tahapan yang dilakukan dalam penerapan pajak
penghasilan pasal 21, yaitu proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak
yang terutang pada masa yang bersangkutan. Perhitungan PPh Pasal 21
dilakukan berdasarkan pengenaan pajak atas jumlah penghasilan bruto. Setelah
menghitung pajak terutang, maka diwajibkan untuk melakukan penyetoran.
Penyetoran adalah proses pembayaran pajak kepada kas negara yang dilakukan
oleh pemotong pajak atau wajib pajak itu sendiri, pembayaran dan penyetoran
pajak dapat dilakukan melalui loket atau teller, serta menggunakan layanan
system elektronik lainnya. PPh pasal 21 harus disetor paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Setelah penyetoran,
diwajibkan untuk melakukan pelaporan. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21
merupakan kegiatan penyampaian kewajiban atas pajak penghasilan yang sudah
disetorkan ke kas negara. SPT Masa PPh Pasal 21 harus di lapor paling lambat
tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
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1.2

Mulai Masa Pajak Januari 2024, pembuatan bukti potong PPh 21/26
dilakukan melalui aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP sebagai pengganti aplikasi e-
SPT milik Ditjen Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
PER-2/PJ/2024 yang berbunyi “sebagai wajib pajak pemotong PPh pasal 21/26
harus membuat bukti potong PPh pasal 21/26 dan memberikan bukti
pemotongan kepada penerima penghasilan, menyetorkan pemotongan PPh
21/26 ke kas negara, dan melaporkan pemotongan pajak melalui SPT Masa PPh
21/26 ke DJP.

Pemberlakuan peraturan terbaru berdampak kepada PT. XYZ yang
merupakan pemotong pajak penghasilan pasal 21. Perusahaan telah melakukan
perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dengan menggunakan e-
Bupot PPh 21/26 sejak bulan Januari 2024. Saat menggunakan sistem e-Bupot
PPh 21/26 memerlukan koneksi internet, identitas lengkap minimal NIK dan
nama lengkap karyawan serta sertifikat elektronik yang digunakan untuk
pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPh pasal 21/26, namun dengan proses
pelaporan dan pembuatan e-Bupot PPh 21 yang secara online tidak terlepas dari
kendala-kendala yang diantaranya seperti terkendala oleh jaringan yang lambat,
server yang down karena seringnya maintenance dan diakses oleh banyak user
ataupun keterbatasan pengetahuan dalam pengisian e-Bupot PPh pasal 21/26.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan analisis dengan mengangkat judul “Prosedur Pelaporan SPT Masa
Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. XYZ”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut rumusan masalah yang
didapatkan:

1.2.1 Bagaimanakah proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal

21 pada PT. XYZ?

1.2.2 Apakah ada kendala yang dihadapi oleh PT.XYZ pada saat pelaporan di

DIJP Online?



1.3

1.4

Tujuan

1.3.1 Untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh
Pasal 21 pada PT. XYZ.

1.3.2 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. XYZ pada saat
pelaporan di DJP Online

Manfaat

1.4.1 Bagi Mahawiswa
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan mengenai pajak penghasilan pasal 21, serta sebagai bekal
mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja di bidang perpajakan.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali
Penulisan tugas akhir ini diharapkan menjadi referensi tambahan di
perpusatakaan untuk yang sedang menyusun proposal atau menempuh
pendidikan pada jurusan akuntansi prodi perpajakan.

1.4.3 Bagi Perusahaan
Penulisan tugas akhir ini diharapkan menjadi nilai tambah bagi PT. XYZ
yang mengelola kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 agar menjadi lebih
efektif dan efisien.

1.4.4 Bagi Pembaca
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah informasi dan bahan
pembelajaran mengenai perhitungan pajak penghasilan, penyetoran pajak
terutang dan pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak
orang pribadi di DJP online.



5.1

5.2

BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya
maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:
Prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 diawali dengan perhitungan
pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak di PT. XYZ telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, disarankan agar pihak
perusahaan selalu mengingat batas tanggal penyetoran pajak dan pelaporan
pajak untuk menghindari keterlambatan yang dapat mengakibatkan sanksi pajak.
Meskipun PT. XYZ sudah mematuhi peraturan dalam perhitungan, penyetoran,
dan pelaporan pajaknya, disarankan untuk terus mempertahankan kepatuhan
tersebut agar tetap menjadi Wajib Pajak yang taat dan dapat menjadi contoh bagi
Wajib Pajak lainnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu,
untuk menghindari kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak, PT. XYZ
juga disarankan untuk selalu memantau dan memperbarui informasi terkait
perubahan peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi penghitungan dan

pelaporan PPh Pasal 21.
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